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Banjir merupakan kata yang sangat populer di Indonesia, khususnya pada
musim hujan, mengingat hampir semua kota di Indonesia mengalami bencana
banjir. Seperti halnya kota-kota pantai lainnya di Indonesia, Semarang
menghadapi permasalahan laten berupa banjir dan rob. Predikat Semarang sebagai
kota langganan banjir dan rob nampaknya kian melekat, meski berbagai upaya
ditempuh, banjir dan rob tetap menghantui kota Atlas ini. Peristiwa ini hampir
setiap tahun berulang, namun sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan
cenderung makin meningkat baik intensitasnya, luasannya, maupun
kedalamannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang
dilakukan Pemerintah Kota Semarang dan hambatan-hambatan yang dihadapi
dalam menangani banjir dan rob. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis dan teknik pengambilan sampel
adalah purposive sampling. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini
adalah Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Badan Kesbanglinmas Kota
Semarang, LSM Bintari (Bina Karta Lestari) dan sebagian warga Kelurahan
Bandarharjo dan Tanjung Mas yang rumahnya menjadi langganan banjir dan rob.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
Pemerintah Kota Semarang dalam menangani banjir dan rob menurut Peraturan
Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Prosedur Tetap Tata Cara
Pelaksanaan Penanganan Bencana di Wilayah Kota Semarang adalah belum
maksimal. Berdasarkan analisis model implementasi kebijakan menurut Edwards
yang terdiri atas empat variabel yaitu komunikasi; sumberdaya (sumberdaya
manusia dan sumberdaya finansial); disposisi; dan struktur birokrasi juga
memperlihatkan hasil yang belum efektif dan efisien.



Mengacu pada hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Kota
Semarang dan otoritas terkait mesti mengevaluasi seluruh sarana kendali banjir
dan rob yang saat ini dimiliki tetapi tidak berfungsi maksimal, misalnya pompa-
pompa banjir dan saluran-saluran induk. Upaya-upaya penanganan banjir dan rob
harus dilakukan secara komprehensif dengan konsentrasi prioritas sangat tinggi
demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang khususnya dan
Jawa Tengah pada umumnya.
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